
 
 

BUPATI SUMEDANG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

NOMOR 11 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA  

YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan Waduk Jatigede merupakan 
program strategis nasional yang memberikan manfaat 

yang besar bagi ekonomi dan sosial berupa irigasi, 
penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air, dan 
pengendalian banjir serta manfaat lainnya bagi 

masyarakat; 

b. bahwa lokasi pembangunan Waduk Jatigede meliputi 
wilayah beberapa Desa dan berdampak pada 

tergenangnya seluruh dan sebagian wilayah desa di 
wilayah genangan waduk jatigede; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat 
dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan 

program nasional yang strategis; 

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penghapusan dan Penggabungan Desa yang terkena 
Dampak Pembangunan Waduk Jatigede; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 
Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2); 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan 
Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sumedang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara 

Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan 
Yang Telah Berjasa Kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 
1994 Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan 
Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9); 

   
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG 
dan 

BUPATI SUMEDANG 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN DAN 

PENGGABUNGAN DESA YANG TERKENA DAMPAK 

PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang. 



3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten. 

6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya. 

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis  

11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada dalam hal 

terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana 
alam.  

12. Batas desa adalah batas wilayah administrasi pemisah wilayah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu 
desa dengan desa lain. 

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
atau perolehan hak lainnya yang sah.  

14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja 
pelaksanaan Pemerintah Desa. 

  

BAB II 
PENGHAPUSAN DESA 

 
Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini, desa yang dihapus sebagai berikut: 
a. Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja; 

b. Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja; 
c. Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja; 
d. Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja; 

e. Desa Padajaya, Kecamatan Wado; dan 
f. Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede. 
 

 
 



BAB III 
PENGGABUNGAN DESA 

 
Pasal 3 

 

Wilayah Desa Leuwihideung setelah dihapus: 
a.  bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu 

Kecamatan Darmaraja; 
b.  bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih 

Kecamatan Jatigede; 

c.  bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Darmajaya  
Kecamatan Darmaraja; 

d.  bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu 

Kecamatan Darmaraja. 
 

Pasal 4 
 

Wilayah Desa Cipaku setelah dihapus: 

a.  bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Pakualam 
Kecamatan Darmaraja; 

b.  bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Jemah Kecamatan 

Jatigede; 
c.  bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Karangpakuan 

Kecamatan Darmaraja; 
d.  bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Pakualam 

Kecamatan Darmaraja. 

 
Pasal 5 

 
Wilayah Desa Cibogo setelah dihapus: 
a.  bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Karangpakuan 

Kecamatan Darmaraja; 
b.  bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Ciranggem 

Kecamatan Jatigede; 

c.  bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu 
Kecamatan Darmaraja; 

d.  bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Tarunajaya 
Kecamatan Darmaraja. 

 

Pasal 6 
 

Wilayah Desa Jatibungur setelah dihapus:  
a.  bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu 

Kecamatan Darmaraja; 

b.  bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Darmajaya 
Kecamatan Darmaraja; 

c.  bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Sukamenak 

Kecamatan Darmaraja; 
d.  bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Darmajaya 

Kecamatan Darmaraja. 
 

 

 
 



Pasal 7 
 

Wilayah Desa Padajaya setelah dihapus: 
a.  bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih 

Kecamatan Jatigede; 

b.  bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih 
Kecamatan Jatigede; 

c.  bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Pawenang 
Kecamatan Jatinunggal; 

d.  bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Pawenang 

Kecamatan Jatinunggal. 
 

Pasal 8 

 
Wilayah Desa Sukakersa setelah dihapus: 

a.  bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Ciranggem 
Kecamatan Jatigede; 

b.  bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih dan 

Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede; 
c.  bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih 

Kecamatan Jatigede; 

d.  bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Ciranggem dan 
Mekarasih Kecamatan Jatigede. 

 
Pasal 9 

 

Peta batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal  7, dan Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
 

BAB IV 
PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA 

 

Pasal 10 
 

(1) Untuk memenuhi  azas-azas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Desa 
yang desanya dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib : 
a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. bersama BPD menyerahkan memori penyelenggaraan pemerintahan desa 

dari Pemerintahan Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat 
masing-masing; 

c. menyerahkan dokumen kependudukan, dokumen pertanahan, dokumen 

keuangan, dokumen kekayaan/aset desa serta dokumen lainnya kepada 
Bupati melalui Camat masing-masing. 

(2) Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b dan huruf c dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
Peraturan Daerah ini diundangkan.  

 

 



(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban, penyerahan 
memori penyelenggaraan pemerintahan desa, pengalihan dokumen 

kependudukan, dokumen pertanahan, dokumen keuangan, dokumen 
kekayaan/aset desa serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB V 

ASET DESA 
 

Pasal 11 

 
(1) Desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh aset 

desa yang bersangkutan menjadi aset daerah. 

(2) Aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada 
pemerintah daerah dan menjadi aset daerah terlebih dahulu dilakukan audit 

oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang. 

(3) Tata cara dan mekanisme peralihan aset desa menjadi aset daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB VI 

PENGHARGAAN 

 
Pasal 12 

 
(1) Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa Non PNS, Ketua RW dan Ketua RT yang 

desanya dihapus karena proyek pembangunan waduk jatigede diberhentikan 

dengan hormat dan diberikan penghargaan. 

(2) Bentuk dan jenis penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 13 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Desa tetap 
menjalankan pemerintahan desa sampai dengan selesainya pelaksanaan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 14 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang. 

 
Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 30 Desember 2015 

 
WAKIL BUPATI SUMEDANG, 

 
ttd 

 

 
EKA SETIAWAN 

 

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 30 Desember 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 
ttd 

 
 

ZAENAL ALIMIN 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 11 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, 
PROVINSI JAWA BARAT: (297/2015) 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

ttd 
 

UJANG SUTISNA 

NIP. 19730906 199303 1 001 



 


